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Abstrak
Gereja Katoiik Indonesia melalui para Uskupnya sejak 1997 menjadi
lebih berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Suara kenabian
Gereja ini sangat diperlukan oleh nnsyarakat pada umumnya dan
umat Katolik pada khususnya untuk melanjutkan reformasi yang
sudah dimulai dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto. Usulan-usulan
perubahan mulai dinyatakan oleh para Uskup untuk memperbaiki
situasi masyarakat dan bangsa Indonesia yang sudah kronis
mengalami dekadensi moral di segala bidang.
Kata kunci: KWI, nota pastoraf surat gembal4 suara kenabian
Sejak tahun 1998 bangsa Indonesia memasuki masa reformasi dengan
berakhirn,va rezin Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Gereja Indoresiajuga ikut berperan mendorong terjadinya perubahan di datam masyarakat pada masa
itu dengan menyampaikan suara kenabian yang ditujukan untuk para pemimpin
bangsa dan seluruh lapisan masyarakat melalui Surat Gembah Prapaskah 1997.
Sejak masa Reformasi, warna surat gembala para Uskup lebih kritis terhadap
penrerintah maupun terhadap segenap lapisan masyarakat untuk nremperbaiki sittra-si
ban-ssa yang sedang krisis dalam berbagai bidang. Pilihan para Uskup adalah
membela kaum miskin serta mereka yang tersingkir dan tertirdas. solider terhadap
nereka yang tidak berdaya sebagai rvujr*d ikut serta dahm hdup dan ruga-s
pengutLlsan Yesus Kristus. Iman diwujudkan dalam kehidupan nyaI4 berciri polirb-
berani terlibat demi kesejahteraan hidup bersama, berani melawan ketidaliadihru
serta rnembangun persaudaraan dengan semua orang (Banawiratma 2000:183).
Bagaimana suara kenabian Gereja Katolik dalam membangun bangsa
Indonesia sejak masa Reformasi sampai sekarang inilah yang akan dfoahas di dahm
paPer ini Penulis akan membagi paper ini menjadi tiga bagian: pertama, akan dihaln*.
berbagai permasalahan yang dilihat oleh para Uskup; kedua bagaimana para L slirc'.
nrcnanggapi berbagai perrnasalahan terseLrut; ketiga, refleksi penulis atas suerr.l
kenabian para Uskup itu.
l. Situasi Indonesia dalam Kacamata para Uskup
Dalam Stnat Gembala Prapaskah 1997 yang berjudrtl "Keprihatinan dan
Horapan" para Uskrp merefleksikan situasi Indonesia pada waktu itu sebagai "masa
yang sulit dan merrcerlaskar" "Peristi*a 27 lulf'yang rneruplk1n ryryak kisis
yang melarda Partai Demokrat Ihdonesia sarat dengan muatan sosial, politik, hukurq
dan ekonomi Kekerasan yang memakan korban jiwa dan harta-benda mewarnai
perhtiwa itu- Para Uskup melihat adanya "kecendertnrgan untuk main hakim sendiri
Llpu menghormati hak dan martabat manusia, hukum dan azas keadilan pada
berbagai pihar"' (KWI, 1997:2-3).
Peristiwa-peristiwa lainnya lain yang dicatat dalam Surat Gembala Prapaskah
1997 adabh pembakaran dan perusakan rumahrumah ibadat dan sejumlah sarana
umum di berbagai tenpat di Irdonesm, seperti di Surabaya, Situbondo, Tasikmahya.
Sanggau Ledo, Tanah Abang Jakarta, dan Rengasdengklok. Akibatnya ribuan orang
tehntar dan menderita karena kehilangan hpangan pekerjaan dan sumber
penghidrryan
Para Uskup menegaskan bahwa bangsa Indonesia "sedang menghadapi
kemerosotan moral tmmpir di semm bidang kehidupan masyarakat yang dapat
membahayakan, bahkan menghancurkan persatuarL nusa depan dan keselamatan
bangsa kita" (KWI, 1997l: 3-4). Secara konkret disebutkan berbagai macam
prrnasahtran yang sedang dihadapi bangsa lrdoresie., yaitu:
hukum kurang ditegakkan secara tegas, adil, dan konsisten; hak-hak dan
nnrtabat manusia ktnang dihargai: keadilan seakan-akan lunya berlaku bagi
yang kua! kaya dan yang berkuasa; masih sering terjadi diskriminasi dalam
berbagai bidang terhadap beberapa golongan warga masyarakat; hak-hak
orang kecil kurang dihormati dan dilindungi rakyat sering d!rcrlakukan
sebagai abdi dan kurang dilayani; ada kesenjangan antara kata-kata indah dan
tingkah lakq serta kurangnya keteladanan; kortpsi, kolusi, manfuulasi juga
rasanva rnakin meluas dan mengakar (KWI, 19%:4\.
Dalam situasi seperti itu, para Uskup sadar akan "hancurnya keadaban di
Indoneia lebih khusus lagi harrcurnya keadaban politik" (Nota Pastoral 2003, no. 5).
Berbagai masalah yang timbul di bidang ekonom\ agamq hukurq kebudayaan
penditikarL lingkungan hidup alami dan manusiawi merqlakan akibat dari hancurnya
keadaban politik itu Perubahan mendasar 
-vang diharapkan akan teqiadi pada rrnsa
Refornusi ternyata tidak terjadi. Memang diakui ada beberapa perubahan, seperti
kebebasan pers, kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berserikal
Namun banyak masalah justru menjadi semakin parah, antara lain adalah "hilangnya
cita rasa dan perilaku politik yang benar dan baik-"
Politik dilihat sebagai "sarana untuk mencapai dcsr mempertahankan
kekuasaaq atau nrenjadi ajang pertarungan kekmtan dan perjuangan untuk
memenangkan kepentingan kelompok" (NP 2003, no. 6)- Keuntungan finansial bagi
pribadi ai, rcrnpok nrenjadi tujuan utama. Rakyat hanya digunakan sebagaii.s*u* untuk nrerdapatkan dan mernpertahankan kepentingan dan kektlasaan
tersebut."
Akibgt hbih b"jrrt, agaru nrnjdi rentan erhadap kekcrasan Simbol-simbol
apamrL punEdiiadftan alat untuk mencapai kepentingan politik- Kecenderungan
membangurteekat-sekat nrcnjadi semakin nyata.
Politk kekuasaan selnacam itu mengorbankan fujuan utam4 yaitu
kesejahteraan bersama yang flrengandaikan kebenaran dan keadilan Perregakan
hukum juga terabaifuair Ah#atny4 kasus-kasus KKN (Kotpsi, Kohrsi, dan
Nepotismei orti" rnerajaleh di berbagai wilayall lebih-lebih sejak pelaksanaan
program otonomi daerah (NP 2003, no. 7). Otonomi daerah yang dimaksudkan
sebigai desentralisasi kekuasaarq kekayaarl fasilitas dan pelayanan justru menjadi
desentralisasi KKN.
Folitk kekuasaan berkaitan erat dengan politik uang. Politik uang dijadkan
alat ug1n1g-untuk merrcapai dan mempertahankan kekuasaan Dengan politik uang itu
rakyat ditrpq kepercayaan rakyat dikhianal kedaulatan rakyat dirampas untuk
menlamin kepentingan pribadi atau kelompok. Uang menentukan segah-galanya dan
membusunra'*n poliiik. Peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum
dapat dibeli dergan uang. Akibatnya" qpaya urfuk menegakkan tatanan hukum yang
adil dan pemerintah yang bers ih t idak terwujud-
Ketidakadilan dirasakan terhbih oleh kelompok-kelompok dalam posisi
lernab seperti pefellprmr1 anak-anak orang lanjut usia, orarg cacaL dan kaum
miskin Pelanggaran terhadap martabat perempuan dalam bentuk diskriminasi,
kekerasarq dan pelecehan terus terjadi di banyak tempat tarpa adanya sanksi hukurn
Penlruan terludap rakyat kecil banyak dihkukan oleh mereka yang mernahami
hukumdanbertanggungiawab untuk menegakkannya (NP 2003, no. 7).
Akibatnya politk dirasakan sernakin rnenyengsarakan rakyat. Banyak orang
tidak percaya lagi terhadap pemerintatr, rasa saling percaya di antara sesalna warga
nre4aai hiiang. brung terutama kaum muda dan kelompok terpelajar bersikap masa
bodotr-
Lembaga-lembaga pehksana demokrasi seperti DP& DPRD dan DPD
(Dewan perwakilan Daerah) kurang berfungsi dalam rrrcwakili kepentingan
masyarakat luas, bahkan justru menghambat tercapainya tujuan demokrasi Masih ada
kecenderungan meminggirkan kelompok-kelompok minoritas. Keputusan yang
menyangkui semwr **gu rcgara diambil sekedar atas dasar suara rnayoriths" dengan
mengabaikan pertimbangarrpertimbangan yang mendasar, rnatang dan berjangka
panjang (NP 2003, rc. 17 .7).
Setelah beberapa tahun masa Reformasi berjalaq situasi bangsa Indonesia
belum juga membak. Pma Usktp nenyimpulkan bahwa masalah serits yang
dihadapi bangsa Irdonesia adalah persoalan rusaknya keadaban publik (public
civility). Digambarkan dalam Nota Pastoral 2004 situasi bangsa Indonesia:
Hidup, tidak lagi sesuai dengan nilai.nilai budaya dan cita-cita mulia
kehiQ$pan berbangsa Hati nurani tiCak dipergunakarq perilaku tilak
dper6nggungiawabkan kryada Allah dan se-sanur. P er ihku le$ih d kerdatkan
oleh perkara-perkara yang menarik indera dan menguntungkan sejauh
perhitungan materi, uang dan kedudukan di tengah masyarakat. Dalam
kehir,ltpan bersama, terutarna kehidupan berrnasyarakat berbangsa dan
bernegara manusia meqiadi egoistik, konsumeristik dan materialistik. Untuk
memperoleh harta dan jabatarl orang sampai hati mengorbankan kepentingan
orang lain sehingga rnartabat rnan';sla diabaikan Uang rnenjadi terhlu
merrcntukan jalannya kehidupan Karena itu lrdonesia hampir selalu gagal
untuk memiliki pemerintahan yang bersih dan baik. Keadilan dan hukum tidak
dapat riitegakkaq korupsi menajalei4 peiryelenggara fiegara inemboroskan
uang rakyat. Semua itu membuat orang menjadi rakus dan kerakusan itu
merusak lingkungan hidup dan dengan demikian orang tidak memikirkan
masa depan (NP 2004, no. 3)-
Secara khusus masalah-masalah tersebut direnungkan lagi dan dibahas dalam
Sidang Tahunan KWI 2004- Usaha itu dilakukan karena Gereja merirsjr kut
bertanggungjawab dalam membangun kembali keadaban publik yang rusak tersebut,
agar berkembanglah habitus baru bangsa.
Para Uskup melihat ada tiga masalah utama yang dihadapi bangsa Irdonesia
dewasa ini, yaitu korupsi, kekerasan dan keharrcuran lingkungar Ketiga rnasalah
tersebut dinilai "benar-benar membuat ruang publk tidak berdaya dan tirJak
berbudaya serta meningkatkan jumlah maupun jenis kerusakan-kerusakan lain dalam
masyarakat" (NP 2004, no. 6).
Pertama masalah korupsi Untuk melihat sejauh mana korupsi menguasai peri
hidup orang Indonesia para Uskup mengacu pada hasil penelitian Transparency
lnternational, sebuah organisasi non-pemerintah internasional untuk pemberantasan
korupsi, yang berpusat di Berlin, Jerman Pada tahun 2004 Indonesia berada di urutan
ke-lima negara terkorup di dunia, setingkat lebih buruk dari tahun sebelumnya, di
antara 146 negara Pada tahun 2015 l.rdo*esia rlredr.duki urutan F,e--88,31auh hbih
baik dari tahun 2004, meskipun budaya korupsi rnasih sangat mencolok di depan
mata kita.
Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah berkembang menrtdi "korupsi politik
dan politik konpsi' (NP 2004, rm. 6.1). Konpsi sudah menyangkut stmtu pola
kortpsi yang berantai dan rakus. Untuk mencapai posisi politik atau jabatan tertentg
seorang calon harus mengeluarkan uang yang besar jumlahnya. Setelah jabatan
tercapai db pertama=tama akan nrercari segah cara untuk nrerdapatkan kembali
uang yang telah dikeluarkan itu melalui jabatan yang peroletg termasuk melalui
sarana-sarana publik, penyusunan peraturarr'perafiran bahkan perurdang-undangan
Keduy masalah kekerasan Salah satu sumber kekerasan adalah komunalisme,
yaitu pandanfian atas orang lain yang tidak termasuk kelompoknya (agam4 suku atau
lainqra) seba$ai saingan ataubahkanmrsuhnya. Kekerasandigrnakan untuk merebut
kemenangan lrmbaga militer yang hanrsnya rnelindungi rakya! malah menanrpilkan
wajah kekerasan. Maka militer menjadi sebuah bentuk pelembagaan kekerasan yang
menular ke dalam lembaga-lenrbaga spil, termasuk lernbaga agam4 sebagai
militerisme. Militerisme menyulut dan menyebarkan kekerasan Aparat keamanan
gagal dahrn memberikan perlindurgan dan ftrs{} arnan bagi rnasyarakat (NP 2004, no.
6.2).
Ketiga, masalah kerusakan lingkungan Kerusakan lingkungan sudah sampai
tahap membahayakan hidup manusia. Penyebabn-va adalah pembabatan hutarl
pembuangan limbatrlimbah beracun, eksploitasi sumber-sumber daya alam yang
tarpa kendali. Kerusakan itu sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan baru.
Bukan hanya poho*polren yang harcur, btapi klim pun terpengaruh obh kerusakan
itu Sejak tahun 1997, terjadi pembabatan hutan sebesar 2.83 juta hektar per tahun
(NP 2004, no. 6.3).
Permasalahan serius yang dihadapi bangsa sudah b.egitu mengakar, sehingga
dibutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki dan mengadakan perubahan-
perubahan h{aka dalam stnat-stlat genrbala berikutny4 pesan-pesan Si,3ar-rg, rllziupufl
dalam nota-nota pastoral dan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, para Uskup tak
he nt i- he nt inya mere fleks ika n s ituas i kr is is mult i-d imens iona I itu.
2. Suara Kenabian para Uskup
Untuk menanggapi kisis multi-dimensi itu para Uskup menyuarakan fungsi
kenabian mereka melalui surat-surat gembala, nota-nota pastoral dan pesan-pesan
Natal dan Paskah (bersama Persekutuan Gereja-gereja Indonesia). Begitu pula dalam
Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia sejak tahun 2000 sampai sekarang, para
Uskup bersama para wakil umat merefleksikan situasi bangsa Indonesia dan membuat
seruan'seruan moral bagi perubalmn dan perbaikan situasi bangsa dan negara.
Pada bagian ini, akan dipaparkan suara kenabian para t&krp itq yang akan
dikelompokkan ke dahm beberapa bidang: sosial-politft, sosial-b.du-ra sosial-
ekonomi, pendidikan, dan lingkungan hidup.
2. 1 Bidang Sosial-Politik
Dalaq Strat Gernbala Prapaskah 1997, para Uskup merefleksikan bahwa
situasi politiffitidak bisa dilepaskan dari masalah sosial, budaya, ekonomi dan hukum
di Indonesidrkarena bangsa dan negara sedang nrengalami krilsis multi4irnensi
Untuk memperbaiki situasi bangsa dan negara kita, para Uskup mengajak seluruh
umat Katolik sebagai bagian integral bangsa Indonesia untuk "terlibat aktif dalam
menrbangun kehidupan bennasyarakat. berbangs4 dan bentegara" (KWI, l99V:6).
Secara khusus para Uskup mengajak generasi muda untuk terlibat dalam
bidang politk. Para Usktp rrengingatkan akan makna kehidupanpolitik. Para Uskup
menegaskan bahwa berpolitik merupakan "usaha yang luhur" untuk
"mengusahakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat umum, demi kemajuan
hidup bangm sesrmi dengan lurkat kemanusiaarmya dan demi persahabatan dan
perdamaian antar bangsa" (KWf, D97:6-7). Berpolitik berarti "mencurahkan seluruh
tenaga demi kebaikan dan kemajuan bangsa." Maka dari itu para Uskup mengritik
mereka "'yang menggunakan jabatan dan kekuasaan politik sernata-mata demi pamrih
pribadi, demi keuntungannya sendiri, sanak saudara atau kelompoknya."
Berpolitik berarti "melayani masyarakat, buken main kuasa." Maka para
Uskup mendorong umat Katolik yang berpolitik untuk melaksanakannya berdasarkan
"tolok ukur kemanusiaan yang adil dan beradab." IJmat Katolik disarankan untuk
bermoral dahm beryolitik ser*ra merrghindari kebohongarl tindak korupsi, perrrakaiarr
intimidasi dan kekerasan Umat Katolik juga dilarang "mencapai sasaran-sasarannya
dengan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan umunL hak dan kebahagiaan
orang lain, apalagi orang-orang kecil."
Dalam kehidupan politik dibutuhkan orang-orang yang bercita-cita luhur.
Maka para Llskup rnerdorong umat Katolik untuk bekerjasarna dengan saudara-
saudara dari semua golongan, aliran dan agama mencurahkan tenaga demi kemajuan
Nusa dan Bangsa kita.
Para Uskup mengingatkan bahwa Pancasila dapat dijadikan "landasan maupun
acuan yang kuat dan aman untuk memecahkan pernursalahaU dan mengembangkan
seluruh kehidupan dan pembangunan bangsa." Maka Pancasila perlu betul-betul
diwujudkan dalam hidup bermasyarakat (KWI, 1997:8-9). Berdasarkan Pancasila,
para Uskup menegaskan prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatkarl yaitu:
1. Proses pembangunan harus selalu menghormati ha$at dan martabat
kenmntrsiaan segeftIp warga, kelompok dan golongan dahm rnasyarakat.
2. Tujuarrtujuan politik tidak boleh diusahakan dengan mengabaikan, apalagi
melanggar hak-hak asasi manusia setiap warga negar4 kelompok dan
gobngan nxlna purl.
3. Perlu dikembangkan sernangat persaudaraan dan kebersamaan antar
golongan budaya, etnis, agama dan kepercayaan sebagai kerangka hidrrp
bersapa bangsa Indonesia.
4. Pemp,hngunan secrrfi, nyata harus mewujudkan solidaritas dengan
saudara-saudari se-bangsa yang paling miskin dan lemall dengan nrereka
yang tak berday4 yang mudah menjadi korban pembangunan Usaha
pembangunan tidak boleh mengorbankan orang kecil.
5. Hidup bersarna bangsa Indonesia harus berhndaskan huktlrn yang
berkeadilan Maka hukum yang ada harus mencerminkan rasa keadilan
Para Uskup juga mengemukakan beberapa bahan untuk refleksi diri, agar
bangsa hedorrcsia dapat nrclakukan tirdakarr.tindakan perbaikan (KWI, 1997: 10-13),
yaitu:
1. I\4asalah korupsi, kolusi dan rnanipulasi-manipulasi yang terjadi di selwuh
lapisan masyarakat mengancam sendi-sendi akhlak dan nilai-nilai moral
bangsa.
2. Korupsi <ian kolusi itu sering kaii diseriai kekerasan sosiaL Orang kecil
menjadi korban berbagai bentuk intimidasi, rekayasa dan penggusuran.
3. Pelaksanaan- hukum berulangkali dilanggar sehingga perasaan keadilan
masyarakat dilanggar; peradilan dan hukum mudah dimanfaatkan untuk
kepentingan politik; para tahanan disiksa, bahkan kadang-kadang sampai
tewas.
4. Cita-cita harapan dan kritik kaum muda perlu didengarkan dan dimengerti,
bukannya diperlakukan tidak wajar, mudah dicurigai atau ditudu[ apalagi
disiksa.
5. Beberapa kali terjadi oknum aparat negara bertindak di luar batas
kemantsiaarl bahkan mengakibatkan korban tewas di luar proses hukunr, dan
hat-hal senrurcam ini sering tak diselesaikan secara tuntas sesuai dengan
hukum yang berlaku.
6. Pers dan media rutssa sering mengalami hambatan dalam menjalankan
kewajiban untuk firenyampakan inforrpesi yang sebenar-berurnya kepada
masyarakat. Maka para Uskup meminta umat untuk secara bijaksana memilih
dan memilah informasi yang beredar dan mendukung segala upaya
penyaj ian informasi yang lengkap dan benar.
7. Lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR dan MPR diharapkan benar-benar
berfungsi sesuai dengan kedudukan dan tugas-kewajibannya yang sangat
terhormat memperhatikan harapan dan dambaan masyqaka! sertia dengan
kukuh memperj tmngkannya.
Di dalam masyarakat tampak gejala sernakin berkurangnya disiplin sosial dan
hormat terhadap sesarna manusia, bahkan terasa adanya peningkatan
keberingasan massal Tilak sedkit warga rnasyarakat bahkan aparat
keanranar; menjadi korban kekerasan; banyak sarana ekonomi, sarana publik
dan sarana beribadah warga masyarakat hin diharcurkan
Kadangkadang umat Katolik merasa kr:rang arnan dalam rnenjalaril<an
ibudag begitu pula umat beragana,Ishrrl Kristen Protestan, Buddha, Hindu
dan k$percayaan lainnya" di mana nrareka menpakan kelompok kecil
Mencari AkarMasalah
Para Uskup memandang keadaan yang memprihatinkan ini, - dalam iman,
harapan dan kasih - sebagai "tantangan untuk terus berjuang penuh haraparl
bekerjasanra, dan solider membangun flursa depan yang hbih adil dan sejahtera bagi
semua" (NP 2003 no. 10). Dalam usaha membangun nursa depan itr.r, perlulah dicari
akar-akar masalahnya (l{P 2003, no. 11-14). Para Uskup melihat adanya empat akar
rnasahh:
1. Iman tidak lagi menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan nyata;penghayatan
irnan berher*i pada hathal lahiriah pada sirnbol.sinrbol dan upacara
keagamaan, sehingga kehidupan politk kurang tersentuh oleh iman itu.
Akibatnya ialah lemahnya pelaksanaan etika politik. Politik tidak lagi dilihat
sebagai saraffr merrcari nilai demi perrcapaian kesejahteraan bersama. Maka
diperlukan pertobatan, yaitu "perubahan dan pembaharuan hati serta budi,
seperti diserukan para Nabi dan Yesus sendiri."
2. Kerakusan ak"cn kekucsscn dsn kekayaan yang mempersempit ruang publk
(ruang kebebasan politik dan ruang peran serta warga sebagai subjek),
menyamakannya dengan pasar. Kekuatan uang dan hasil ekonomi dianggap
yang paling penting. Manusia dihargai sejauh ada riranf,iirt ekonomisny4
sehingga cenderung didiskriminasi: yang lemah dan miskin tidak mendapat
tempat, yang berbeda agama, suku atau lainnya dianggap sebagai halangan
bagi tujuan kelompok.
3. Nafsu untuk mengejor kepentingan sendiri/kelompok bahkan dengan
mengabaikan kebenaraa. Praktek korupsi rnakin meluas demi memenangkan
kepentingan diri dan kelompok sehingga terjadi pemusatan kekuasaan dan
lemahnya daya tawar politik 
.berhadapan dengan kepentingan-kepentingan
pihak yang mengrmsai finansial. Akibatnya, kekuatan finamial dapat
mendikte proses politik; politik tidak hgi demi kebaikan bersama. Lembaga
8.
9.
pengawas pun nrcqiadi bagian dari sistem yang konry in[ Akfoatnya politik
menjadi tidak nmndiri hgi.
4. Cara bertirdak berdasarkan prinsip tujuan menghalalkan segala cara. Cara
diperlakukan sebagai tujuan, sehingga tolok ukurnya adalah hasil Intimidasi,
kekerasaq politk M*g, politik pngerahan $xrssa teror dan cara-cara irncral
lairrnya dihahlkan karena memberi hasil yang diharapkan. Akibatnya para
pelaku kejahatan politik, provokator dan koruptor tidak merdapat sanksi
hukurn Lernahnya penegakan hukum mengaburkan pemahaman nilai baik
dan bqr[uk sehingga menumpulkan suarra hati, kesadaran moral dan perasaan
bersablr-
Upaya Menyelesaikan Masala h
Berhadapan dengan kenyataan tersebut cita-cita untuk ikut membangun masa
depan yang lebih baik perlu ditumbuhkembangkan Cita-cita proklamasi, kesepakatan
nasional dan tujuan negam yang terwujud dalam kehendak untuk merdeka, perlu
terus-menerus disadari kembali. Pancasila disepakati sebagai hndasan bersama dalam
kehidupan berpolitk. Penerimaan Pancasila sebagai landasan politk bernegara tidak
han-va menjadiperfutiwa politik. tetapi juga perktiwa moral fNP 2003. no. 15).
Para Uskup mengemukakan beberapa primip etika politik yang mendesak
untuk dilaksanakan(NP 2W3, no. l7):
1. Hormat terhadap martabat manusia. Prinsip ini merrcgaskan bahwa manusia
nrenpunyai nihi dabm dirinya sendiri dan tidak pernah boleh diperalat.
Manusia dicftakan menurut citra Allah dan diperbarui oleh Yesus Kristus
yang nrerrcbus dan mengangkatnya menjadi anak Allah. Martabat manusia
kdonesia harus dihargai sepenuhnya dan tak bohh diperalat untuk tujtmn apa
puq termasuk tujuan politik.
Kebebasan Kebebasan adalah hak setiap orang dan kelompok: bebas dari
segah bentuk ketilakadilaq arrcaman dan tekanarq maupun kernbkinan Can
bebas wtuk mengembangkan diri secara penuh Tanggung jawab utama
kekuasaan negara adalah untuk melindungi warga negara dari ancaman
kekerasaq baik yang berasal dari sesarna warga Inaupun dari kekuasaan
negara.
Keadilan. Keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup
memberikan kepada setiap orang apa yang merupakan haknya. Usaha untuk
memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi dan melaksanakan fungsi sosial
modal bagi kesejal:rteraan bersama semakin mendesak untuk dilakukan
Diharapkan modal digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi riil dan
untuk mendukung berkembangnya w irausaha- wirausaha kec il dan mene ngah.
2.
3.
Mendesak pula penciptaan lembaga dan hukum-h,.kW yang adil serta
penegakan hukum.
4. Solidaritas. Di Indorrcsia sftap solider terungkap dalam semangat gotong
royong dan kekeluargaan Nilai solidaritas semakin mendesak untuk
diwulrCkan di tengatrtengah masyarakat kita di IBarxI banyak sa$g
mengalami perlakuan dan keadaan tilak adil. Solider berarti berdiri pada
pihak korban ketidakadilan Perlu juga dikembangkan solidaritas antar-daerah
dan t saha ufltuk mencegah egoisme kelompok.
5. Subsi$iaritas. Prinsip subsiJiaritas "mengtargai kemampuan setiap nanusia,
6a1p pribadi maupun kelompok untuk mengutamakan usahanya sendiri,
sementara pihak yang lebih kuat siap membantu seperlunya" Bila kelompok
yang lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki bisa
menyelesakan rnasalah yang dihadapi kelonpok yang lebih besar atau
pemerintah/negam tidak perlu campur tangan Di Indonesia, hubungan
subsidier berarti "menciptakan rehsi baru antara pusat dan daerah dalam hal
pembagian tauggung ja*reb dau wewertang; hubtmgnn kemitraau dan
kesetaraan antara pemerintatr, organisasi-organisasi sosial dan warga negara,
kerja sama serasi antara pemerintah dan swasta" (NP 2003, no. 17.5).
Fairness. Prirs{+ fcirness nrenjamin terciptani'a aturan yang adil dan skap
taat padanya; dihonnatnya pribadi dan reLma baik lawan politk; dijaganya
pembedaan wilayah privat dari wilayah publik; disadari dan dilaksanakannya
kewajiban partai pemenang untuk memperjuangkan kepentingan dan
kesejahteraan sehrruh rakyat Indonesia.
Demokrqsi. Dalam sistem demokrasi kedaulatan rakyat berada di tangan
rakyat. Demokrasi sebagai sistem, tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan
mehinkan juga hidup ekonomi, sosial dan kultural Dalam arti itu, demokrasi
dimengerti sebagai "cara.cara pengorganisasian kehidupan bersarna yang
paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta,
perwakilan dan tanggung jawab" (NP 2004, no. 17.7).
Tanggung j awob - Bertanggung-jawab berart i "merrpunyai komitmen penuh
pengabdian dalam pelaksanaan tugas. Tanggung jawab atas disertai dengan
tanggung jawab kepada." Bagi politisi tanggung jawab berarti "kinerja yang
sebak-baknya demi tercapainya tujuan negara, dan mempertanggun&
jawabkan pelaksanaan tugas itu kepada rakyat." Kebijakan umum pemerintah
perlu dirumuskan dengan jelas dalam hal prioritas, prograrn, rrretode dan
pendasaran filosofisny4 sehingga wakii rakyat dan kelompok-kelorpok
masyarakat bisa membuat evaluasi pelaksarnan kinerja pemerintah dan
menuntut pertanggungiawabannya. Bagi warganegara, tanggung j awab berarti
"berperan serta dalam mewujudkan tujuan negara sesuai dengan kedudukan
masing-masing" (NP 2004, no. 17).
A
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Pemilihan Umum \*
Ketika bangsa [ndonesia mengalami puncak krisis multi-dimensional di
bawah pemerintahan Soeharto yang didukung oleh partai yang dominarL para Uskup
juga rnenberikan pesan menyangkut Pemilihan Umum tahun 1997 (KWI , 1997 : 8*9'1.
Para Uskup menghimbau agar umat Katolik merasa betul-betul bebas untuk
menentukan sikapnya dalam Pemilihan Umum itu; bebas untuk memilih mana di
antara tiga kontestan Pemilihan Umum yarg dianggap paling sesuai Kahu urnat
sungguhsungguh merasa tidak terwakili dan yakin dengan suara hati yang jernih dan
kuat bahwa kedautatannya tidak tersalurkaq para Uskup menyatakan bahwa umat
.j t.
tidak berdosa apab ih tidak rr.e mberikan suara.
Ketika bangsa Indonesia sudah memasuki masa Reformasi, arah pesan para
Usktp tanpak berbeda. Pma Uskup melihat Pemilihan [-lmum sebagai kesempatan
untuk memperbaiki mutu kehidupan berbangsa dan bernegara (KWI, 2004: 161).
Maka para Uskup mengajak umat Katolik untuk menanggapi peristiwa ini dengan
baik.
Surat Gembala tentang Pemilihan Umum yang terbit tahun 1ggg,2004,20t09,
dan 2014 menegaskan pentingnya unmt Katolik untuk ambil bagian dalam proses
pesta demokrasi itu dengan aktif memberkan suaranya dan juga aktif dalam kerja
bersarna masyarakat untuk mengikuti proses dan tahapan dengan menjadi pengawas,
Frnar.taq dan panitia pelaksana (trdy Purwantc, 2014: 59=70).
Dalam surat gembala KWI menjelang Pemilihan Umum 1999 para Uskup
mengatakan bahwa mengikuti Pemilu hanya merupakan hak dari umat Katolik.
sedangkan pada tahun 2014, para Uskup mengajak umat Katolik melihat Pemilu
sebagai kewajiban untuk diikuti karena akan merrentukan masa depan bangsa. Para
Uskup mengingatkan urrmt agm tidak te.jebak atau kut dalam politik uang yang
dilakukan para calon legishtif untuk merdapatkan dukungan suara. Umat perlu
memperhitungkan calon legislatif yang mau berjuang untuk mengembangkan sikap
toleran dalam kehirlupan antarumat beragarna dan peduli pada pelestarian lingkungan
hidup (KWI, 2014 : 1 09- I 1 0).
Para Uskup juga menyapapara caleg. o'Para calon legislatifi kami hargai Anda
karena tertarik dan terpanggil terjun dalam dunia politik. Keputusan Anda untuk
mempersembahkan diri kepada Ibu Pertiwi melalui jalan itu akan menjadi
kesenpatan untuk berkontribtrsi secara berarti bahkan maksirnal bagi tercapainya
cita-cita bangsa Indonesia. Karena ittu tetaplah memegang nilai-nilai luhur
kemanusiaarl serta tetap berjuang untuk kepentingan umum dengan integritas moral
dan spiritualitas yang dalam. Ada dipanggil dan diutus menjadi garam dan terang!"
(KWI, 2014: 111).
1.1
Berkaitan dengan pemilihan calon Presiden dan Wakil FrBsiderL para Uskup
menyertrkan agar urnat mengunakan hak untuk memilih dan jangan tidak ikut
memilih. Hendaknya pilihan Arda tidak dipengaruhi oleh uang atau imbalan-imbalan
lainnya." Para Uskup meminta umat Katolik agar memilih sosok yang mempunyai
integritas rnoraL Rekam ieJ:ak para cabn PresiCen dan W"akil Presi:[en perlu
diketahui, khususnya mengamati apakah mereka sungguhsungguh mempunyai watak
pemimpin yang melayani dan yang memperjuangkan nilai,nilai sesuai Ajaran Sosial
Gereja: mengirormati kehidupan dan martabat rnanusia, memperjuangkan kebaikan
bersam4 mffidorong dan mengltayati setangat solidaritas dan subsidiaritas serta
men&eri perltatian lebih kepada warga negala yang kurang beruntung (KWI, 2014b:
241-243).
. Para Usktp juga mengajak umat untuk ikut memantau dan mengawasi proses
dan jahrmya Pemilu, memilih partai yang memilki caleg dengan kenmmptran
mernadai dan wawasan kebangsaan yang benar (KWI, 2014: l l l).
2.2 Bidang Sosial-Budaya
Para Uskup menyadari bahwa masalah-masalah sos-la1-ekonom-q politik dan
kekacauan nilai=nilai dalam masyarakat hanya merupakan manifestasi dari masalah-
rnasahh yang jauh lebih mendasar, yakni rnasahh budaya. Budaya berkaitan dengan
"mentalitas orang dan sikap hidup masyarakat" (NP 2004, no. 5.2). Mentalitas itu
dibentuk oleh lingkungarl tetapi juga sekaligus membentuk perilaku individu dan
lingkungann-va. Maka para Uskup menyadari perlunya d ibargun budaya baru.
Masalah mendasar yang kita alami bersama adahh persoalan rusaknya
keadaban ptrblk. Maka tugas kita adalah "bagairnana dengan mengusahakan hal yang
baik secara orang-perorangari, sekaligus juga diciptakan iklim, lingkungarq dan
suasana yang kondusif bagi kesejahteraan bersama" (NP 2004, no. 6). Gereja ikut
bertanggungiawab dalam membangun kembali keadaban publik 
-vang rusak tersebut.
agar berkembanglah habitus baru bangsa kita (NP 2004, no. 4).
Hitlup bersama yang sehat dibangun di atas perinrbangan ttga poros kekuatan
penyelenggara ruang publik, yakniNegara, Masyarakat Pasar dan Masyarakat Warga-
Nu-u., di dalam sejarah bangs4 ketiga poros kekuatan ruang publik ini dibiarkan
bergerak, lmmpir tanpa aturan Pengelolaan ketrga poros ini secara bertepanjangan
diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang tarpa etika. Lebih parah lagi terjadi
kolusi antara badan-badan publik dengan seklor bisnis. Yang menjadi korban tentu
saja adalah masyarakat \riarga pada umumnla O{P 20M, nc. 9).
Kerusakan keadaban publik diperparah dengan akibat buruk globalisasi yaitu
hilangnya nihi.nilai tradisi yang sebelunmya diyakini sebagi pegangan hidup yang
L2
luhur. Begitu pula nrembanjirnya informasi yang tidak selalu jeJas mutunya namun
berdaya rnanipuhtif mehlui bujukan-bujtrkan halus dan menghibtn untuk menfueli
produk-produk dan gaya hidup (NP 2004, no. l l).
Keseirnbangan lewat fungsi kor,rtrol antma tiga poros kekuatan pergelola
rurulg publik itu mertrpakan prasyarat bagi pertumbuhan keadaban publik. Keadaban
publk inilah yang seharusnya menjadi watak baru bangsa Irdorrcsia. Keadaban
publk perlu merrpengaruhi dan mergontrol perilaku kektnsaan neg&ra dan badan-
badan publiknya" mengatur dan mengawasi pasar dan komunitas bisnisny4 dan
menjadi jiw4- yang menghidupi masyarakat warga dan komunitas-komunitasnya.
Keadaban publk Isrus rnenjadi tlabitus bangsa ini sebagai "gugus insting, baik
irdividual nraupun kolektif, yang membentuk cara merasa, cara berpikir, cara
melihaf cara mernahamr, cara mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang
atau kelompok" (NP 2t04, no. 1O).
Para Uskup menyadari bahwa Gereja Indonesia pun telah ikut ambil bagian
dan bertanggungiawab atas rtrsaknya keadaban publik ini Dengan kesadaran itu
Gereja bertekad mau mengambil bagiaq bersama semua orang yang berkehendak
baik, dalam membangun keadaban yang baru. Gereja perlu terus-menerus bertobat
dan juga rnengajak s€mwl orang untuk terus=mengrus bertobat. Bertobat berarti
mengubah sikap dan t:mlt\ menentukan arah dasar hidup serta menata ulang
mentalitas. Proses pertobatan membawa orang dari jalan yang salah ke jalan yang
Denar (t\ r /uuz+, no. l.+r.
Para Uskup mengusulkan untuk mencari dan menemukan budaya baru yang
merqoakan buda,va alternatif atau budaya tandingaq yaitu suatu poh pandang dan
perilaku yang meqiadi tandingan terhadap pola pandang dan perilaku yang berlaku
umum dalam masyarakat. Dengan membangun dan mengembangkan budaya
alternati€ akar-akar yang rrrenyebabkan konrysi, kerusakan lingkungan, kekerasan
dan penyelewengan kekuasaan diharapkan dapat diatasi Sejalan dengannya, secara
bertahap keadaban publik terbangun dan kesejahteraan umum terwujud (NP 2004, no.
i 5).
Ketika dalam masyarakat berlaku "yang kuat yang menang", Gereja
memperlihatkan melalui perkataan dan perbuatan bahwa "yaftg kecil. lemah- miskin
dan tersingkir harus didahulukan". Gereja perlu terus-menerus menyuarakan bahwa
hukum yang adil harus berlaku untuk semua, dan tidak boleh memihak pada
LoLt-^^L lot'ianfrr fNP rnM m lQ 1\r\vrvrrrlJvr\ \r \r 4v t, aw. av., ,.
Ketika warga masyarakat cenderung untuk menyembah uang, Gereja perlu
bersaksi dengan mewartakan Allah yaRg bersetiakawan dan penuh kerahinmn Gereja
perlu memainkan perannya sebagai komunitas yang transparan dan akuntabel, di
mana uang tidak dipakai untuk kepentingan sendiri tetapi digunakan dalam fungsi
scsialnya, yaitu ur*uk *relaksanakan solidaritas kemanusiaan{NP 20M, *c. I8.2).
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Ketika masyarakat dikondiskan untuk mencapai tdua., degrgan menghalalkan
segah cara, Gereja perlu mengembangkan budaya damai, yaitu melalui dialog
kerjasama, musyawaratr, dan saling menghormati. Gereja harus terbuka, efektif dan
efsien dalam mengemban perannya sebagai persekutuan yang partisipatif, yang
nrcrdorong urnat terlibat secara proaktifdalamdiebg kemanusiaandemi terwujudnya
persaudaraan yang tahan uj i (NIP 2004, no. I 8.3 ).
Para Uskup r*engusulkan hal-hal yangdapat nerduku*g terbentuknya habitus
barq yaitu 0$P 2004, no.2l):
l. Gereja 
"rgi" ""eiadi sahabat bagi senura kabngarl tendarna yang rneqiadikorban ketidakadilan
2. Gereja ingin mengembangkan modal-modal sosial yang bernilai seperti keadilan
sosial bagi seltnuh bangsa, solidaritas, kesejahteraan umum, cinta darnai.
3. Gereja mau ikut serta dalam prakarsa-prakarsa pemberdayaan nrasyarakat akar
rumput seperti gerakan pelestarian lingkungan, pertanian organik, pengembangan
ekorpmi kerakyatan misalnya rrehlui credit unbn
4. Gereja mendorong umat untuk terlibat dalam jejaring yang sudah terbangun,
misalnya penggerak swadaya masyarakat, gerakan-gerakan masyarakat yang
meneerillffi kinerja pemerintahan dan lenrbaga- lembaga negara lainnya.
5. Gereja merasa wajh untuk memberi perhatian khusus pada pelayanan pendidikan,
seperti pendidikan alternatif, pendidikan media dan budaya baca-tulis yang
mengembangkan daya kr it is.
6. Gereja ingin memulai pembaharuan dari diri sendiri: untuk mendukung gerakan
pemberantasan korupsi, Gereja ingin memberi perhatian ,pada pembinaan
administrasi dan disiplin yang bersih di dalam lembaga-lembaga gerejawi sendiri
terlebih dulu.
V. Gereja hadir dan mela.vani melalui komtmitas basis, .yang tertrs-menerts
melakukan penegasan bersama untuk menghayati budaya hidup ahernatif seperti
telah diteladankan oleh umat perdarn.
2.3 Bidang Sosial-Ekonomi
Para Uskup menyadari bahwa di tengah kelimpahan sumberdaya alam
Irdonesia, kondisi kehidupan ekonomi begitu banyak warganegara masih sangat
memprihatinkan NP 2006, no. 8). Kemiskinan merupakan kenyataan hidup begitu
banyak warga. Di samping itu angka pengangguran juga meningkat terkait erat
dengan rendahnya tingkat pendidikan Keadaan menjadi semakin paratr, karena bukan
hanya jumlah kaum miskin bertambah tetapi juga akibat-akibat buruk lainnya
meningka! seperti putus sekolatr, kejahataq gizi buruk dan busung lapar (NP 2006,
no.l0).
L4
Ironinya, di tengah-tengah kemiskinan warga, ada seke'pmpok orang yang
menunlpuk kekayaan dan menmmerkannya tarrya kepedulian Sementara sebagian
besar rakyat masih serba berkekurangan dalam merrcukupi kebutuhan dasar sehari-
han, sekelompok orang, termasuk di daerah tertinggal, hidup dalam suasana
keh'npatran dan kenewahan Kesenjrangan itu rnertrpakan pohel rtyata bahwa orang
telah kehilangan kepedulian pada cita-cita kesejahteraan bersama (NP 2006, no. 12).
Para Uskup rnelihat ada banyak fal<tor yaag rnenyebabkan kordisi sosial-
ekonomi yarlp ditardai oleh kesenjangan sangat tajam itu-
Para llskup mengundang komunitas-komunitas warg4 klususnya ketorrpok
miskiru untuk bangkit dan mengusahakan kesejahteraan mereka sendiri dengan
dukungan dari para pelaku usaha berskala besar dan dari pemerintah (NP 2006,
no.17). Ada dua arah gerakan yang &ryai dilakt*<an sebagai pernrfrun langkah ke
depan:
1. usaha pemberdayaan potensi dan errergi kaum miskin dan hmah dengan
melibatkan kaum cerdik-cendekia untuk mencari tata-kelola kehidupan
ekonomi yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan bersarna.
2. desakan kritis kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi berskala besar
untuk terlibat lebih aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan
perhatian khusus kepda mereka yang miskin dan brnab tarpa membuat
kaum miskin dan lemah itu justru semakintergantung.
Para Uskrp menegaskan bairwa dalam upaya itti, asas kesejahteraan bersaiira
perlu digunal<an sebagai pendekatarq sebagai prinstp untuk menJnrsun ager:d,4
memantau pelaksanaan, dan sebagai tolok-ukur untuk menilai sejauh mana agenda
disebut 'sukses' atau'gagal'. Penggunaan secara terus-menerus asas 'kesejahteraan
bersama' sebagai prinsip penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi ini diharapkan
berkernbang menjadi cara berpikir dan cara bertindak barq yaitu sebagai habitus
baru. Para Uskup berharap, agar seluruh warga masyarakat pada akhirnya menyadari
bahwa tata ekonomi yang baik berisi kegiatan ekonomi yang "tertanam dalam-dalarn"
di dahm arus kehidupan bersama dan cita-cita kesejahteraan bersanm (NP 2006, no.
20).
Gereja dfuanggil mewartakan hmapan akan keadilan di tengah dunia yang
ditandai oleh berbagai praktik ketidakadilarg khususnya dalam bidang ekonomi.
Harapan ini bukanlah harapan kosong, tetapi didasarkan pada janji Allah bahwa "la
yang ftremulai pekerjaan yang baik di antara kamr-r, akan merreruskannya sampai
akhirnya pada hari Kristus Yesus" (NP 2006, no.26).
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l2.4 Bidang Pendidikan
Para Uskup menyadari bahwa karya kerasulan pendidkan merupakan
"panggilan Gereja dalam rangka pewartaan Kabar Gembira terutama di kalangan
kaum muda." Dalam menjalankan panggilan Gereia tersebut, Lnrbaga Pendidikan
Katolik (LPK) mengedepankan nilai-nilai luhur seperti ima*haraparrkasib
kebenaran-keadilarrkedamaiaq pengorbanan dan kesabaraq kejujtran dan hati
ntnanl kecerdasan, kebebasarl dan tanggurg jawab (bdk. Grat issimum Edacationis.
art. 2 dan 4);Proses pendidkan yang didasarkan pada nilai-nilai insani-injili inilah
yang memb,$t I.ff itu unggul Di sinilatr, dan di atas nilai-nilai itulah LPK berp{ak
untuk rnenpertegas penghayatan isen dan rnenperbarui korsitrnen (KWI, ZAO9,
253).
Dahmbidang pendidikag tanggung jawab terse.but dahmkurun wahu sekitar
lima tahun terakhir ini mengalami tantangan karena pehagai permasalahan, yang
berhubungan dengan cara berpikir, reksa pastoraf politik perdidikarl manajemerq
sumber daya nmnusia, keuangan, dafi keperiiCudukan Maka para Usktrp nrelihat
perlunya suatu perubahan dalam seluruh tingkatan LPK. Perubahan yang diperlukan
di sini antara lain (KWI, 2009:255):
l. merpta ulang pola kebijakan pendidikan
2. meningkatkan kerja sama antar-lembaga pendidikan
3. mengupayakan perrcarian dan penemuan peiuang-peiuang penggalian dana
4. memotivasi dan menyediakan kemudahan bagi para guru untuk meningkatkan
mutupengajaran
5. me laksanaka n tatapengaturan yang je las dan terp ilah-pilah
6. merumuskan ulang jiwa perdidkan demi memajukan dan mengembangkan
daya.daya insan yang terarah kepada kebaikan bersama
7 . memperbarui penghayatan iman dan komitmen
Kunci perubahan adalah pembaruan komitmen atas panggilan dan perutusan
Gereja demi tercapainya generasi muda yang cerdas. dewasa dan beriman mehlui
LPK (bdk. Grav issimum Educationis, art. 3).
Para Uskup juga menerbitkan Nota Pastoral tentang Pendidikan pada tahun
2009. Adapun alasan penerbitan Nota Pastoral ini ialah: para uskup memperhatikan
pendidikan nilai, menghargai dan mengembangkan martabat manusia; LPK
merupakan mitra pemerintah dalam merrcerdaskan kehidupan bangsa; LPK
merupakan wujud bakti Gerejapada masyarakat.
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2.5 Bidang Lingkungan Hidup *
Pada tahun 2013, para Uskup mengeluarkan Nota Pastoral dengan tema
Keterlibatan Gereja dalam Melestarkan Keutuhan Ciptaan Para Uskup prihatin
dengan sitrusi kerusakan lingkungan hirlup. Kerusakan lingktrngan rnernang tidak
semata-rnata disebabkan oleh ulah manusia Alam bisa rmak dan hancur karena
fuktor alam juga seperti gunung me letus, gempa bumi, dan tsunami Namun perilaku
rnantsia yang menen\patkan dirinya sebagai subjek dan alam sebagai objek urfruk
dikuras keka;Fannya dan dicemari me4iadi penyebab terbesar kenrsakan lingkungan
hidrrp saat ini (NP 2013, no. 7).
Keprihatinan dan kepedulian Gereja Katolik Indonesia terhadap masalah
lingkungan hidup sebenarnya sudah ada sejak lama. Surat Gembala KWI pada bulan
Februari 1989 secara khtrsr:s tehh mernbalns lingkungan hidup. Para Waligereja
mengajak seluruh umat Katolk untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung
jawab terhadap lingkungan hidup demi terwujudnya kenyamanan dan kesejahteraan
hllup rnanusia (NP 2013, rlo. 16).
Gereja Katolik Indonesia telah rnelakukan berbagai upaya nyata untuk
menjaga keles-tarian lingkungan hidup. Upaya-qoaya itu antara tain edukasi 
-vaitu
menyadarkan umat akan pentingnya lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup
semua ciptaan termasuk ma-nusia; advokasi yaitu membantu dan mendampingi para
korban kerusakan lingkungan hlJup agar rnerdapatkan kernbali hak hiCtrpnya s€cara
utuh; negosiasi yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dan
pelaku usaha, menyangkut kebifakan dan pe-manfaatan sumber daya alam agar tidak
memiskinkan masyarakat (i'{P 2073, no. 20).
Kebijakan pemanfratan sumber daya alam hendaknya memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan mantsia dan lingkungan hidr-p. Oleh karena itu
kebijakan pem-bangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang cenderung
eksploitatif (hanya menekankan pertumbuhan dengan mengeruk sumber daya alam
tetapi kwang memperhati-kan segi keseimbangan ekosistem) dan destruktif
(mencemari lingkungan hidup dengan aneka ragam limbah) harus ditinjau ulang atau
jika perlu dihentikan
Keterlibatan umat Kristiani dalam memulihkan dan melestarikan keutuhan
ciptaan bukan semata-mata didorong oleh adanya kerusakan lingkungan hidup,
tetapi merupakan oerwujudan irnan akan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara
kehidupan (NP 2013, no. 24). Iman yang hidrry dan penuh kasih menjadi dasar
spiritualitas segala upaya untuk mendatangkan keselamatan bagi semua ciptaan Oleh
karena itu, berbagai bentuk kegiatan pastoral lingkungan hil,rp lrerdaknya selalu
bersumber pada kasih Allah yang menctpta, memelihara dan menjaga seluruh alam
semesta ini.
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n3. Relteksi atas Suara Kenabian para Uskup -o
Pada bagian ini penulis akan merefleksikan dokumen-dokumen KWI itu dari
sudut pandang teologis.
3.l Metodologi
para f;Jsktp nrenggunakan metode refleksi teologis lingkaran pastoral di
dalam *"ty*.r.t Nota Pastora! Pesan Sidang atau pun Strat Gembala KWI' Ada
enam laqgkah ref,H<si: a. Menperhatkan keadaan sekitar; b. Mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap apa yaug diperhatikan itu dari berbagai sudut
paodangan:- historis, sosiologis, psikologis, ekonomi, sosial, politik, budaya; c'
iut"*pomaapkannya dengan tradisi Katolk (Kitab Sucr, Ajaran Gereja); d'
Memtawanya ke dalam doa" kontemplasi yang diharapkan dapat menuntun refleksi
bergerak menuju aksi, setelah secara pribadi atau bersama-sama melihat atau
nreLmukan keLrdak ,A,ltah dalam peri$ti*a dan pngahrnan rryata; e' Aksi yang
terus disertai refleksi; I Keadaan baru yang menjadi awal baru dari spiral pastoral ini
(Suharyo,2015: ll).
3.2 Warna Surat Gembala
Tema pengharapan menjadi salah satu pesan penting ketika bangsa Indonesia
berada dalam krisis *rtti-di*"nsional yang memuncak pada tahun 1998. Pada waktu
itu Konfererxi Waligereja Indonesia menulis Surat Gembah Prapaskah dengan iudul
"Keprihatinan dan frarapan". Dua tahun kemudian, ketika berkembang harapan akan
masa depan yang lebih baik berkat pembaharuan-pembaharuan yang terjadi dalam
pemerinahan, KWI menulis Surat Gembala Paskah 1999 dengan judul, "Bangkil Dan
Tegak dalam Pengharapan". Selanjutnya pada tahun 2001 ketika ternyata keadaan
,"!uru tidak meijadi iebih baik, ditulislah Surat Gembala Paskah dengan judul
"Tikun dan Bertahan dalam Pengharapan: h{enata Moralitas Bcngsc"' Tiga Surat
Gembah itu mencerminkan kesadaran bahwa Gereja Katolik Indonesia terus
berusaha untuk menjadi pewarta dan saksi-saksi pengharapan (Suharyo, 2015: 7-8).
3.3 Seruan untuk Bertobat dan Tidak Menyerah
Dalam situasi kfisis, para Uskup mengingatkan umat beriman untuk
memperbaharui semangat pertobatan: Gereja tidak luput dari kesalahan dan ikut
ambil bagian dalam membuat situasi klisis itu Para Uskup mengundang umat
beriman untuk bertobat, baik secara individu maupun bersama. Pertobatan dapat
direalisasikan dengan menjunung tinggi demokrasi, menghargai keterlibatan individu
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dan kelompok. Martabat manusia terletak pada tanggung jawab mereka untuk
menciptakan dan memelihma harmoni di dalam masyarakat (Kej l:26-27). Untuk
mencapai tujuan ini, para uskup melihat pendidikan sebagai sarana yang diperlukan
untuk memdidik orang yang berkualitas.
Para Uskup menyatakan solidaritas mereka, suka dan duka dengan sehruh
umat yang terkena langsung akibat krisis itu. Para Uskup mendorong umat beriman
unttrk titlak menyerah pada keputusasaan Mereka merryundarg unmt berifiEn untuk
melihat hat-bal positif yang telah dicapai bersama, misalnya persatuan nasional,
keberhasilant.dulu- mengatasi kemiskinan, perkembangan ekonomi dan kemajuan
dahm bidang potitilL kebebasan beragarna dan terciptanya dasar yang kuat untuk
pengembangan lebih lanjut. Para Uskup mendorong umat Katolk untuk terus
menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia, secara aktif terlibat di dalam
masyarakai dan negara.
3.4 Seruan untuk Berdoa
Para uskup juga mengundang umat beriman untuk berdoa untuk persaudaraarl
persatuarq harmoni, perdamaian, dan keamanan serta kesejahteraan bangsa. Dalam
menghadapi krisis multi-dimensional, doa menjadi semakin bermakrm bagi umat
beriman untuk menaruh kepercayaan dan harapan pada Tuhan yang selalu hadir di
tengalr-tengah kita Dalam doa, urnat akan mengalami kenyamanarl kedamaian dan
kekuatan di tengahtengah situasi krisis. Dengan doq unrat berinmn dapat
melanjutkan hidup mereka dengan harapan bahwa Allah akan menolong dan
membantu mereka untuk mengatasi krisis. Para Uskup juga mendorong umat beriman
untuk berdoa bersama-sanu dengan umat dari berbagai agafila ur*uk tumbuhnya
persaudaraan sebaga i anak- anak Al lah
3.5 Membangun Persaudaraan
Para Uskup mengingatkan umat beriman bahwa tugas Gereja adalah untuk
menjadi pembawa nilai-nilai spiritual dan moral tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi
untuk seltruh bangsa. Bersarnasama dengan trmat dari be+bagai agarna dan
kepercayaan lam, Gereja melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup
bangsa berdasarkan etika dan moralitas yang luhur: menghormati hak asasi manusia
dan mempertmngkan kead ilar-r kesetaraan, dan kebersamaan
Umat diajak untuk membangun persaudaraan yang sejati dengan setiap orang
tanpa membedakan sukrt agama atau daerah asal. Hal ini bisa dicapai dengan dialog
yang terbuka sehingga dapat saling memahami dan bekerja saffiI untuk tercapainya
kead ilan dan perdamaian
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Selama masa transisi ini para uskrp meminta umat beriqr,an untuk memiliki
harapan dan inmn kepada Atlah fbdk. Rom 8: 18-30). Mehlui harapan dan iman,
umat beriman bisa terus berpartisfiasi aktif dan kitis dalam membentuk Indonesia
baru
3.6 Komunitas Basis Gerejawi
t'
Cararterbaik untuk menangani krisis ini adalah dengan mengembangkan
komunitas basis. Pada tahun 2000 diadakan Sifung Agung Gereja Katolik Indonesia,
(SAGKI), yang dihadiri ohh perwakihn urnat berirnan untuk menfialus dan
mengembangkan komunitas bsis gerejawi Dengan mengembangkan komunitas basis
ini umat beriman bisa mewujudkan kehidr4an menggereja yang aktif terlibat dalam
rnasyarakat sebagai tanggapan atas pangilan Roh Kudtrs untuk membangun
ldonesia bartr, yang lebih adif lebih manusiawi, lebih mengutamakan perdamaian
dan kepastian hukurn
Komunitas basis gerejawi merupakan "cara baru menggereja", sebagai
komunitas kecil, di mana anggotanya bisa berkumpul secara berkala untuk
mendengarkan firman Altah. untuk berbagi nmsalah sehari-harl dan untuk mencari
tanggapannya dalam terang Injil. Komunitas basis gerejawi merupakan komunitas
terbuka yang menjalin persaudaraan dengan semua orang dari berbagaiagama, untuk
rnenegakkan solidaritas, terutama dengan mereka ya$g miskin dan tertirdas.
Akibatny4 Gereja akan menjadi lebih berakar, bbih kontekstual dan relevarU dan
akan mampu melakukan perannya untuk menjadi saksi yang lebih baik bagi dunia.
SAGKI berikutnya pada tahun 2005 mela4iutkan diskusi tentang bagaimana
mengatasi krisis nasional yang berkepanjangaq dan melihat komunitas basis sebagai
saraiia untuli menajulian keadaban publik rrrenuju habitus bmu bangs4 yafig menjadi
topik dalamNota Pastoral2004 sebagai langkahpenting untuk memperbaiki bangsa.
4. Penutup
Di tengah-tengah krisis multi-dimensional, para Uskup telah menyuarakan
suara kenabian mereka demi perbaikan sittrasi bangsa dan Negara Indonesia. Surat-
surat Gembala para Uskup merrcerminkan wajah Gereja Katolk Indonesia yang
memahami dirinya sebagai Gereja yang melakukan peziarahan bersalna-salna dengan
seluruh rakyat Indonesia untuk membangun bangsa. Gereja Katolik Indonesia
merasakan sukacita dan pengharapan bersama-sama dengan seluruh bangsa demi
perkembangan dan kemajuan bangsa (GS art. 1).
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Para Usktp mengajak umat untuk menyadari peran Allah dahm sejarah
bangsa, danperan Yesus Krbtus yangtehh nenebtls rnanush &ri dosa. Menangapi
turyu kesehrmtan dan kasih karunia Allah serta kekuatan Roh Allatu Gereja
,o*urtatun Kabar Gembira Tuhan untuk seluruh bargsa dalam segala aspek
kehi4rrya$, tegtrasr* berbagai sittrasi dan kordbi nrasprakat prg konlaet. Dergan
demftbq Crereja berpartisipasi di dahm karya Yests rufiuk rnenperbarui dunia
sanpai pada pernenuhannya dalam *langit yang baru dan bumi yant banl di rnana
terdapat kebryrarf' (2Pe' 3:13).
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